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PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di 

Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Tergugat umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di 

Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak  berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa PenggugatPemohon dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2014telah 

mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di  Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0461/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 12 

Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah 

dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012, dan telah tercatat Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kempo sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kempo nomor  169/2/XI/2012 tertanggal 01 Nopember 2012;

2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah 

bawaan Penggugat di Desa Soro sampai dengan saat ini di alamat Penggugat 

sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami 

istri namun belum dikaruniai keturunan;

hal. 1  Putusan Nomor : 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.
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3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun 

namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

karena: 

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

b. setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering pergi dari rumah dan 

meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan;

4 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 

yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah 

orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;;

5 Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh 

masyarakat, namun tidak berhasil; 

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 

telah hadir sendiri, dan  oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan 

menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok 

perkara diperlukan upaya mediasai dan untuk kepentingan itu, para pihak 

dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk 

menunjuk ABDURRAHMAN, S.Ag sebagai mediator mereka  dan berdasarkan 

penetapan Mediator Nomor 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.  tertanggal 02 September 2014, 

mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator 

ABDURRAHMAN, S.Ag menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu 
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sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.  

tertanggal 15 September 2014; 

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan 

tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat dengan tambahan pada posita 3 bahwa 

perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2013;

Bahwa  atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban 

secara lesan secara tegas menyatakan  menerima seluruh alasan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  5205024302750002 atas nama 

Penggugat ( Bukti P.1)

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Nomor: 169/2/

XI/2012 Tanggal 01 Nopember 2012 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di dusun 

Nciu Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 

tahun 2012

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah 

bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis  karena  

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saksi 2 kali melihat langsung 

namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil.

hal. 3  Putusan Nomor : 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.
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- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal.

2. saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 

Nciu Desa Soro Kecamatan  Kempo Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung 

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 

tahun 2012;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah 

bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis  karena  

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saksi 2 kali melihat langsung 

namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil.

- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk 

mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya 

masing-masing; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan 

sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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domisili Penggugat  yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang 

tidak ada bantahan,  maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) 

hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan 

kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat    

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat  mengakui dan mebenarkan dalil 

gugatan Penggugat, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak 

terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini 

didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk 

pada aturan khusus (lex spesialis) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 

maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam 

perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian 

sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

angka 4 huruf e Penggugat  tetap dibebani wajib bukti;         

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2  serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti 

tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut 

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

hal. 5  Putusan Nomor : 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, 

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 

R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 

sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 

terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah 

dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012, dan telah tercatat Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;

2.  Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat dan 

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum 

dikaruniai keturunan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus; 

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

januari 2014 sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri 

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun 

kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak 

perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat 

adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide 

Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam

1 Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,  halaman 346 yang kemudian diambil 

alih sebagai pendapat Majelis  sebagai berikut:

�وان �اشتد عدم � رغبة � زوجة � لزوجها طلق� � �القاضى�عليه طالقة
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan  talak 

satu”;

2 Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz III halaman 86 yang kemudian diambil alih 

sebagai pendapat Majelis  sebagai berikut:

1 �تبين مالك�اذا � �يطلق�بالضررعند والسلطان
Artinya : “Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang 

keadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkan kembali” 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f)  

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan 

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana 

hal. 7  Putusan Nomor : 0461/Pdt.G/2014/PA.DP.
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Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di 

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 

kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan 

salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kempo Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu  rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 19 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai 

Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI dan ACHMAD  IFTAUDDIN, S.Ag 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis
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MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

                 Hakim Anggota                                         Hakim Anggota

 

USWATUN HASANAH, S.HI ACHMAD  IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

        

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran               : Rp.    30.000,-

2. Proses                        : Rp.   60.000,-

3. Panggilan                   : Rp. 330.000,-

4. Redaksi                      : Rp.     5.000,-

5. Materai                       : Rp.     6.000,-

                                  ----------------------

   Jumlah                           Rp.  431.000,-
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